Pasal 7 )

Biaya penyediaan, pemasangan, pengopera-
sian dan pemeliharaan sistem monitoring sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 menjadi tang-
gung jawab SKK Migas.

Pasal 8
(1) Kontraktor wajib memberikan akses dalam pelak-
| sanaan pembangunan, pemasangan, pengoper-
aslan dan pemeliharaan sistem monitoring seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Menteri memberikan sanksi administratif kepada
Kontraktor yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar-
kan rekomendasi SKK Migas.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai bcrlaku pada tang-
gal diundangkan. 3
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
! empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU

(Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 40 Tahun 2016, tanggal 25 November 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujud-
kan harga gas bumi yang dapat K memberikan
peningkatan nilai tambah dan hasil yang optimal
bagi industri tertentu agar mempunyai daya sa-

ing, perlu mengatur harga gas bumi untuk indus-

tri tertentu;

b. bahwa berdasarkan p;ertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per- |

aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral |
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tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu;

Mengingat : .

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Repuh-
lik Indonesia Tahun 200 1 Nomor 136, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten-

tang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi :
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara |
Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Per-
aturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 ten-
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tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Huiu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5047);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pe-
rubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Min-
yak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4996);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2013 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-
eral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 132); !

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 ten-
tang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Neg-

‘ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Peman-
faatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG HARGA GAS BUMI UNTUK IN- |
DUSTRI TERTENTU. |

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

(1)

(2)

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro-
karbon yang dalam kondisi tekanan dan tempera-
tur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari
proses penambangan minyak dan gas bumi.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan i
urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sum-
ber Daya Mineral.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
‘Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya
disebut SKK Msgas adalah satuan kerja yang
melaksanakan peﬁyelenggaraan pengelolaan |
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di
bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan
Menteri. '
Badan Pengatur adalah suatu badan yang diben-
tuk untuk melakukan pengaturan dan penga-
wasan terhadap penyediaan dan pendistribusian
bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengang-
kutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha

hilir.

Pasal 2

Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu
untuk bahan baku atau proses produksi pada in-
dustri tertentu yang meliputi industri petrokimia, ;
industri pupuk, dan industri baja.
Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaima- |
na dimaksud pada ayat (1) dengan mempertim-
bangkan:

a. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi

dalam negeri;
b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasi-

onal;

¢. 'keekonomian lapangan; dan
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d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di
dalam negeri.

! (3) Dengan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu ini,

persetujuan Menteri atas Harga Gas Bumi Terten-

tu tidak diperlukan.

‘ Pasal 3 '

(1) Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau
proses produksi pada industri petrokimia, industri
pupuk, dan industri baja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan tarif pengangkutan
Gas Bumi mengacu pada Lampiran | dan Lampi-
ran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(2) Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1
Januari 2017.

Pasal 4
! {1) SKK Migas mengkoordinasikan penyesuaian Har-
ga Gas Bumi Tertentu pada produsen Gas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan
dokumen administrasi lainnya terkait Harga Gas
Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tang-
gal 31 Desember 2016.

Pasal 5

{1) Badan Pengatur .mengkoordinasikan dan mene-
tapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan
Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

(2) Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengang-
kutan Gas Bumi, dan dokumen administrasi lainnya
terkait tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Wajib diselesaikan paling
lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 6

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

melakukan monitoring.-dan menyampaikan laporan ke-

pada Menteri mengenai penetapan Harga Gas Bumi |
Tertentu untuk industri tertentu sebagaimana dimak- |
sud dalam Pasal 3 setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7
Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga
Gas Bumi Tertentu berdasarkan laporan Direktur Jender-
al Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mem-

pertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. _
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |

Ditetapkan di Jakarta
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REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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